BAB VI
SARAN

Saran yang bisa diberikan setelah mengikuti PKPA Apotek

di Apotek Bagiana adalah sebagai berikut:

1.

Kegiatan PKPA Apotek ini harus tetap dilaksanakan setiap
periode perkuliaghan profesi apoteker untuk dapat
memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman
praktis bagi calon apoteker sebagai bekal memasuki dunia
kerja dan mampu bekerja secara profesional.

Sebelum calon apoteker mengikuti PKPA di apotek
sebaiknya membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang
berhubungan dengan apotek dan peraturan perundang-
undangan sehingga calon apoteker pada saat PKPA dapat
menggunakan waktu yang ada secara efektif dan efisien,
serta dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan selama
mengikuti perkuliahan

Mahasiswa program profesi apoteker perlu meningkatkan
kemampuan berkomunikasi sehingga dapat memberikan

KIE kepada pasien dengan baik dan benar.
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